BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian dari data yang diperoleh mengenai penerapan sistem pengendalian
internal pengeluaran kas pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota
Padang, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Padang merupakan salah
satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa
dari BUN untuk m'elaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN. Dalam hal ini, KPPN
Kota Padang sudah melaksanakan fungsinya dengan baik, seperti dalam
penerapan sistem pengendalian intern yang ditandai dengan adanya pembuatan
komitmen dalam bentuk perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa; dan/atau
penetapan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada
DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara.

2. Struktur pengendalian internal pengeluaran kas pada Kantor Pelayanan
Perbendaharaan. Negara (KPPN) Kota Padang sudah efektif, karena sistem
pengendalian yang digunakan sudah mengacu kepada standar yang telah
ditentukan, dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan
menteri keuangan untuk memberikan jaminan serta pelayanan yang memadai
demi tercapainya tujuan dari instansi ini.

3. Prosedur pengeluaran kas yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) Kota Padang telah memenuhi perancangan sistem akuntansi yang
baik sehingga membantu instansi dalam mengendalikan kas negara.

4. Dokumen yang digunakan dalam proses pegeluaran kas sudah dilaksanakan sesuai

dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri
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keuangan. Dokumen tersebut akan menjadi bukti yang sah dalam transaksi
pegeluaran kas.

5. Efektifnya penerapan sistem pengendalian intern pengeluaran kas pada KPPN
Kota Padang juga telah didukung oleh berbagai hal, seperti adanya pemisahan

tugas dan fungsi yang jelas antar pegawai.

B. Saran

Dari kegiatan Praktek Kerja Lapangan/Magang yang telah dilaksanakan di Kantor

Pelayanan Perbendahéréan Négara (KPPN) Kota Padang, maka dapat diberikan

beberapa saran, yakni :

1. Sistem pengendalian internal pengeluaran kas yang berlaku di Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Padang sebaiknya terus dipertahankan dan
lebih ditingkatkan lagi, mengingat semakin berkembangnya kemajuan dalam
segala bidang, terutama di‘bidang teknologi dan pendidikan.

2. Pentingnya peningkatan keahlian dan kecakapan pada setiap pegawai melalui
pelatihan-pelatihan yang relevan dengan tata cara pengelolaan anggaran negara
sebagai antisipasi dalam perkembangan pelaksanaan kegiatan di Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Padang:
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